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MOTTO 
 
 
                           
Dan Barangsiapa sungguh-sungguh,  saka  sesungguhnya kesungguhanya itu adalah 
untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 
sesuatu) dari semesta alam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut 
Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 
Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan 
sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan 
transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
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bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
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3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي  ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
  و  ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Huruf  Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي …….  أ  Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u>  u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
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2. ميق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata itu terpisah  maka Ta 
Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضوز لافطلأا  Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 
Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2, لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
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Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . Namun 
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   dengan huruf 
yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di 
depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan dihubungkan 
dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan 
denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila terltak 
di awal kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت ta'khuduna 
3. ؤىنا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu  
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.  Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital 
adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 امو دحمم لاإ لوسز  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 دمحنا لله بز هيمناعنا  Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah lazim 
dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang dihilangkan  maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نإو الله ىهل نيقزارلاريخ  Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ Wa 
innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 
 اوفوأف ميكنا ناصيمناو  Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa auful-kaila 
wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
 
 Jangkung Wahyu, NIM 132121031, “Perbandingan Penetapan Hak Waris 
Anak Di Luar Perkawinan  Melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 
(Studi Komparatif Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan dan Perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta)” 
Legalisasi anak di luar perkawinan adalah bentuk dari perlindungan kepada anak 
di luar perkawinan, setelah adanya yurispudensi dari MK (Mahkamah Konstitusi), 
Sebagi uji materil dari Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 
Judicial review Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, terkait dengan hubungan 
keperdataan anak luar perkawinan. 
Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak 
berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama dengan pria 
yang mensetubuhinya. 
Metode penelitian yang  digunakan adalah kepustakaan Normatif Komparatif 
bersifat kualiatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan, di luar 
perkawinan untuk melindungi anak terhadap hak-haknya sebagai anak biologis salah 
satunya yaitu untuk mendapatkan hak waris. Dengan melakukan kajian komparatif di 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagaimana terhadap perolehan hak waris 
anak di luar perkawinan.  
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menemukan theori yaitu theori Akses 
memperoleh keadilan atau access to justice diartikan sebagai kesempatan bagi  setiap 
warga negara tanpa membedakan latar belakang masyarakat seperti agama, ras, 
pendidikan, tempat lahir maupun kondisi kelahiran seseorang untuk memperoleh 
keadilan yang dilaksanakan oleh lembaga peradian. Sehingga anak di luar perkawianan 
masih memperoleh haknya dari kedua orang tua biologisnya, dengan melakukan 
legalisasi yang dilaksanakan di lembaga peradialan yang mempunyai kewenangan dalam 
mengadili dan kemudian dilakukan pencatatan.  
 
 
Kata Kunci: Perlindungan, Anak Luar di Perkawinan, Perkara Nomor: 
156/Pdt.P/2013./PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Perkara 
Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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ABSTRAC 
 
Jangkung Wahyu, NIM 132121031. Inheritance Riht of Children Appointment 
Comparation by means of Religius Court and Destric Court (Comparative study Decision 
Matter: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. in Religious Cour South Jakarta and Decision Matter: 
443/Pdt.P/2013/PN.Ska. in Destric Court Surakarta) 
 Legalize outside of marriage children is one shapes of children protection, althought 
they are outside of marriage. After Juriprudence from Mahkamah Konstitusi (MK), where it 
as a matter test from Act Nomor: 1 of 1974 about conjugal Right to UU 1945. As a Judicial 
review Act 43 subsection is in Act Nomor: 1 of 1945, it is associated with outside of mariage 
cildren of marriage provate law relation, the outside of marriage children are who borned 
outside of marriage, they are borned by a woman, while she is not in a legimate marriage 
with a man who fucked her according religion and pasitive law. 
 Research method used in this studies is normative comparative research wich it have 
qualitative features, this qualitatif features describe and analize problem about outside of 
marriage children legalization, the purpouse is to proteck them against of their rights as a 
biological children, it is take by doing comparative study in Religion Court and District Court 
about inheritance right outside of marriage children acquisition. 
After this research hase finished, researchers found a theory it is a acces to justice 
theory that mean every citizen hase an upportunity to get justice wich it is implemented by 
judiciary without community background differention, such as religion, etnic, education, 
place of birth or person’s birth codition so the outside of marriage children still get their 
rights from their biological paren’t of marriage chilren still get their right from their 
biological parents by legalizing them in the judiciary that it have an authority and then the 
legalization is recording by them. 
 
Keyword: Protection, Chiled in outside marriage, Decision Matter: 156/Pdt.P/2013./PA.JS.  
in Religious Cour South Jakarta and Decision Matter: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. 
in Destric Court Surakarta. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dari keseluruhan hukum yang telah ada dan berlaku di Indonesia salah satunya 
adalah hukum waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi ahli warisnya.
1
 
Sedangkan dalam Islam sendiri kata waris berasal dari kata waratsa> asal kata kewarisan 
digunakan dalam al-Qur’an.  Sedangkan secara terminologis, hukum kewarisan Islam 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau 
tirkah pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian 
masing-masing.
2
 Dalam hukum waris yang digunakan di Indonesia berlaku tiga sistem 
hukum kewarisan, yaitu waris adat, waris Islam, dan Hukum waris Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata (KUHPerdata)
3
 
Sedangkan bentuk adanya mewarisi adalah dilatar belakangi  adanya perkawinan 
itu sendiri. “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.4 Perkawinan menurut KHI 
(Kompilasi Hukum Islam) adalah pernikahan, yaitu “akad yang sangat kuat atau mi>tsa>qan 
ghaliḍzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.5 
Sedangkan sahnya perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
                                                 
 
1
 Efendi Perangin,  Hukum Waris,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 3. 
2
 Mardani,  Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1. 
3
 Surani Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, (Jakarta: Kencana Renada 
Media Grup 2005), hlm. 1. 
 
4
 Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, Pasal 1. 
 
5
 Kompilasi Hukum Islam,  Pasal 2. 
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masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.6 
Setelah adanya perkawinan maka yang diperhatikan adalah adanya anak yang 
memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologisnya, hal ini di bedakan 
menjadi dua antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-undang 
Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahasanya: 
 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah”.7  
 
Dalam KUHPerdata tertuang dalam Pasal 250 anak-anak sah yaitu: 
 
 “Anak yang dilahirkan berdasarkan selama perkawinan,memperoleh suami 
sebagai bapaknya”.8 
 
Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUP maupun 
KUHPerdata maupun KHI, tetapi secara a-contrario anak tidak sah dapat diartikan 
sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak mempunyai bukti 
perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya.
9
 Anak yang 
kedudukanya tidak sah menurut hukum merujuk pada UUP Pasal 43 bahwasanya: 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”.10 
 
 Sedangkan penjelasan status anak, dalam KUHPerdata  yaitu anatara lain: 
1. Anak luar perkawinan yang diakui 
Adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengadakan hubungan 
biologis dengan seorang lelaki di luar perkawinan, tetapi kemudian diakui oleh lelaki 
                                                 
6
 Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, Pasal 2. 
 
7
 Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974,  Pasal 42. 
8
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 250. 
 
9
 Sylvia Pratiwi Limbong, “Perba Hukum Tentang Hak Anak Luar Kawin Dalam Hal Waris Ditinjau 
Berdasarkan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010”,  JOM Fakultas Hukum, 
Vol. II Nomor: 1, 2015), hlm. 1. 
 
10
 Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974,  Pasal 43. 
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tersebut sebagai anaknya.
11
 Dasar pengakuan ini terdapat dalam Pasal 280  
KUHPerdata bahwa: 
 “Seorang anak  luar  kawin  akan  memiliki hubungan  keperdataan  dengan  
orang  tuanya  apabila  telah  diakui  secara  sah.  Dengan demikian apabila 
seorang  anak  luar  perkawinan  tidak  diakui  oleh  orang  tuanya,  maka  ia  
tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu 
biologisnya”.12 
 
2. Anak yang disahkan  
Adalah anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya melakukan 
perkawinan secara sah, tetapi akhirnya kedua orang tuanya melakukan kawin sah. 
Sementara anak ini adalah anak luar perkawinan yang diakui dan baru menjadi anak 
yang disahkan apabila kedua orang tuanya kawin sah satu sama lain.
13
 
Sedangkan anak di luar perkawinan dalam KHI, adalah “anak yang  dilahirkan 
oleh seorang perempuan sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan 
yang sah dengan pria yang menyetubuhinya”. Pengertian luar kawin adalah hubungan 
tidak diketahui seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, 
sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum 
positif dan hukum agama yang dipeluknya”.14 Dari definisi yang telah dikemukakan di 
atas, dapat dipahami bahwa anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan yang sah menurut agama dan aturan hukum yang berlaku. 
 Para ulama telah sepakat bahwa “seorang anak di luar perkawian tidak dapat 
dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari 
waktu enam bulan setelah akad perkawinan sebab menurut mereka tenggang waktu yang 
                                                 
 
11
 Wahyu Widodo, Sapto Budoyo, ”Status Anak Luar Kawin”, Majalah Ilmiah lontar, Vol. II Nomor: 
3, 2010, hlm. 8. 
12
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal  280.   
 
13
 Wahyu Widodo, Sapto Budoyo, Status Anak Luar Kawin …, hlm. 9. 
 
14
 Kamsari, “Status Hak Waris Anak Di Luar Niakah Menurut kmpilasi Hukum Islam Dengan Hukum 
Perdata (Studi Kasus di PA dan PN Tanjung Karang)”, Jurnal pranata hukum (Lampung) Vol. VII, 2012, hlm. 
152. 
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sependek-pendeknya antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan”.15 
Berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad 
nikah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.  
Dalam hukum Islam anak luar perkawinan yaitu antara lain: 
a. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina disebut anak di luar kawin, zina 
yaitu zina yang didakukan oleh seorang yang belum pernah menikah, mereka 
berstatus perjaka atau perawan, hukum Islam tidak menganggap bahwa zina 
ghairu muhṣon sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai 
perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu 
kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhṣon dirajam sampai mati sedangkan 
yang ghairu muhṣon dicambuk sebanyak 100 kali. 
b. Anak mulâ'anah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an 
suaminya. Kedudukan anak mulâ’anah ini hukumnya sama saja dengan anak 
zina, dan tidak mengikuti nasab ayah akan tetapi mengikuti nasab ibu yang 
melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, 
perkawinan dan lain-lain. 
c. Anak syubhat, keduanya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang 
menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya. 
Hukum Islam membedakan syubhat dua bentuk yaitu: 
1. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan. 
Adalah hubungan seksual yang dilahirkan karena suatu kesalahan, 
misalnya adalah salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A 
adalah istrinya, ternyata adalah wanita lain. Dan kemudian terjadilah 
                                                 
 
15
 Ibid.,  hlm. 153. 
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hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar 
kawin. 
2. Anak syubhat hukum.  
Yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki 
menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi 
tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara persusuan yang 
dinikahi.
16
 
Dari gambaran tersebut di atas sebagaimana anak di luar perkawinan hanya 
memiliki hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga hal 
ini tidak dapat status pengakuan anak dari bapak biologis anak tersebut, dan tidak adanya 
status kewarisan atau saling mewarisi yang sah. Setelah adanya yurisprudensi dari MK 
(Mahkamah Konstitusi). Bahwa anak di luar perkawian masih dapat hak waris, hal ini 
apabila kedua orang tua biologis dari anak luar perkawinan mengakui dan dapat 
dibuktikan di depan hukum.
17
 Putusan tersebut berhubungan dengan pengesahan anak di 
luar perkawinan, di mana hal ini sebagi uji materil dari Undang-undang Nomor: 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1)  terhadap Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait dengan Bab 1 Pasal 2 di mana dalam hal ini 
berhubungan dengan pencatatan perkawian sebagai syarat sahnya perkawian.
18
  
Berdasarkan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 11 tahun 2012 
tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, seorang anak di luar 
perkawinan mendapatkan waṡiat wajibah atau setara dengan 1/3, dan anak di luar 
perkawian tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya namun bagi ayah biologis 
untuk memberikan kewajiban atas tanggung jawab dari perbuatanya dan ketentuan 
tersebut dapat kita lihat yaitu bahwasanya: 
                                                 
 
16
 Kamsari.”Status hak waris anak di luar nikah …,  hlm.157. 
 
17
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. 
 
18
 Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974, Pasal 2. 
26 
 
1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah,  waris, dan nafaqah 
dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. 
2. Anak hasil zina  hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan 
ibunya dan keluarga ibunya.  
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang  
mengakibatkan kelahirannya.  
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan 
menjaga keturunan yang sah (hifz{h al-nas{l). 
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: 
a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. 
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui waṡiat wajibah. 
6. Hukuman sebagaimana dimaksud Nomor: 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk 
mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang 
 mengakibatkan kelahirannya.
19
 
Bentuk pelaksanaan dari yurisprudensi MK tentang kewarisan anak di luar 
perkawinan, bahwa anak luar perkawinan masih mendapat hak kewarisan dari kedua 
orang tuanya yaitu adanya hak waris anak di luar perkawian yaitu penetapan Pengadilan 
Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan perkara 
Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Bahwa penetapan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah 
sebagai alasan bahwa pengakuan anak, bahwasanya para pemohon beragama Islam, dan 
keduanya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan  pernikahan menurut 
agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013, dan dicatat pernikahannya di KUA (Kantor 
                                                 
 
19
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan 
Perlakuan Terhadapnya. 
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Urusan Agama) Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor: 536/37/IV/2013 
sebagaimana berdasarkan kutipan akta Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013. 
Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, sebelum Pernikahan pihak istri sebagai 
pemohon II (Yuka Togawa), telah melahirkan seorang anak perempuan hasil 
hubungannya dengan pihak suami dan disebut sebagai pemohon I (Ibrahim), yang 
dilakukan sebelum keduanya menikah secara sah dan dicatatkan. Bahwa Anak dimaksud 
adalah anak yang  dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women and Children Hospital, 
beralamat di Taman Brawijaya Nomor: 1, Cipete Utara, Kemayoran Baru Jakarta Selatan 
pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 17.03 WIB sesuai dengan surat keterangan lahir 
Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013, Nomor: SKL 143/SKL/MR/BWCH/III/2013. 
Atas kelahiran anak tersebut, para  pemohon telah mengurus dan memperoleh 
kutipan akta kelahiran Nomor: 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang mana pada pokoknya 
menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya dari seorang ibu saja yaitu Ayu 
Togawa. Pemohon pada dasarnya menyatakan mengakui bahwa anak yang bernama Ayu 
Khamim adalah benar anak kandung atau anak biologis dari para pemohon, para 
pemohon berjanji akan melaksanakan kewajibanya sebagai orang tua untuk memlihara, 
merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak 
lahir batin berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku.
20
 
Sedangkan penetapan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai 
alasan bahwa pengakuan anak para pemohon yang bernama Agus Susanto, sehingga 
kedua orang tua sebagai pemohon I dan pemohon II, bahwa para pemohon sebelum 
menikah tidak mendapat restu dari wali pemohon I, dan setelah orang tua dari selaku 
pemohon I meninggal maka para pemohon melakukan pernikahan yang sah, yaitu 
                                                 
20
 Penetapan Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 
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didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil dengan Nomor: 0694/2010, tertanggal 29 Juli 
2009 dan sebelum keduanya melakukan perkawinan secara sah keduanya telah memiliki 
anak yang bernama Agus Susanto, yang lahir pada 31 Agustus 1988, dengan akta 
kelahiran Nomor: 9035/10551/DSP/1988, tertanggal 31 Agustus 1988. Oleh sebab itu 
keduanya melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surakarta, yang berwenang 
mengadili pada tingkat pertama di Surakarta sebagai upaya pengakuan anak di luar 
perkawinan, untuk di jadikan anak sah sebagimana disebutkan dalam Undang-undang, 
untuk mempunyai hak perdata dari sang ayah selaku ayah biologisnya.
21
  
Dengan adanya pengakuan hak anak di luar perkawinan sangat perlu adanya 
pememahaman yang mendalam, karena dalam hal ini menyangkut hak dari seorang anak 
dan berkaitan dengang masalah kewarisan dan perwalian seorang anak sehingga 
diperlukanya penjelasan yang mendalam bagi  pemahaman penyusun dan pembaca. 
B. Rumusan Masalah 
Dari penjelsan latar belakang di atas penyusun ingin menjelaskan mengenai masalah 
hak waris atas pengakuan anak di luar perkawinan. Agar lebih terfokus mengenai 
masalah-masalah yang akan dibahas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menetapkan tentang hak waris 
anak di luar perkawinan? 
2. Bagimana dasar pertimbangan hakim mengenai penetapan Pengadilan Agama 
Jakarta Selatan dan Pengadian Negeri Surakarta tentang perkara Nomor: 
156/Pdt.P/2013/PA JS dan Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska.? 
3. Bagaimana analisis perlindungan anak di luar perkawinan atas kewajiban orang tua 
dalam pemberian hak waris berdasarkan perkara Nomor:  156/Pdt.P/2013/PA JS dan 
perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska.? 
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 Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Masalah-masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengatur 
hak waris anak di luar perkawinan. 
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Negeri mengatur hak waris anak di luar kawin. 
3. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan anak setelah adanya 
pengakuan anak di luar perkawinan. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam hal ini penyusun membagi menjadi dua kategori manfaat yaitu: 
1. Memberi gambaran yang jelas bagimana Pengadilan Agama dan Pengadilan dan 
Pengadilan Negeri memberikan ketentuan waris bagi anak di luar perkawinan. 
2.  Memberi gambaran yang jelas tentang dasar hukum yang yang digunakan dalam 
memutus perkara anak di luar perkawinan di Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Negeri. 
3. Memberikan gambaran yang jelas atas upaya perlindungan anak di luar perkawinan 
dalam perolehan hak waris. 
E. Kerangka Teori 
Akses memperoleh keadilan atau access to justice diartikan sebagai 
kesempatan bagi  setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang masyarakat 
seperti agama, ras, pendidikan, tempat lahir maupun kondisi kelahiran seseorang 
untuk memperoleh keadilan yang dilaksanakan oleh lembaga peradian.
22
 Sehingga 
setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum, asas persamaan hak disebut 
                                                 
22
 Uli Parulian Sihombing dkk, “Keadilan Sosial Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Keadilan 
Sosial Akses Keadilan”, Jurnal Keadilan Sosial: Vol, IV Akses Keadilan ISSN: 2014, hlm. 19. 
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juga sebagai asas equality before the law.  Dalam praktik pengadilan dikatakan 
bahwa, pengadilan wajib menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum 
sebagai bentuk keadilan. Penerapan equality before the law dapat dipandang sebagai 
landasan paling hakiki bagi kekuasaan kehakiman,  melalui prinsip ini kekuasaan 
kehakiman dituntut untuk memberikan berbagi hak atau kepentingan individual yang 
terliahat pada suatu perkara.
23
 Sehingga apabila dikaitkan dengan kepentingan hak 
anak di luar perkawianan untuk memperoleh haknya terhadap kedua orang tua 
biologisnya, dengan melakukan legalisasi yang dilaksanakan di lembaga peradialan 
yang mempunyai kewenangan dalam mengadili dan kemudian dilakukan pencatatan. 
Pencatatan merupakan kebutuhan formal untuk legalitas atau suatu peristiwa 
yang mengakibatkan kosekuensi mengikat atau sebagai kosekuensi yuridis dalam 
memenuhi hak-hak keperdataan serta pemenuhan kewajiban seperti: hak memperoleh 
Akta Kelahiran, hak memperoleh Kartu Keluarga, sehingga kewajiban saling 
mewarisi, Bukti surat seperti Akata kelahiran, Kartu Keluarga sangatlah penting 
sebagai jamianan atas kepastian hukum yang saling mengikat antara satu sama lain. 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam pembahasan hak waris anak di luar perkawinan memang banyak perdebatan 
mengenai pembahasan ini. Hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan hak dan status 
biologis anak terhadap ayah biologisnya. Maka dari itu dalam pembahasan ini memang 
banyak dibicarakan di beberapa literatur  dalam hal masalah hak anak di luar 
perkawinan, pandangan agama yang banyak pro dan kontra, serta kaitanya dengan 
keadaan sosial masyarakat. 
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 Rusli Muhammmad dkk, “Membangun Konstitusinalisasi Indonesia Membangun Budaya Sadar 
Bekomonikasi”, Jurnal Konstitusi Vol, 1 Nomor 1 November 2012, hlm. 33. 
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Untuk mengetahui posisi penelitian, maka dalam tinjauan  pustaka ini penyusun 
akan menguraikan beberapa pembahasan dan bertujuan untuk membedakan penelitian-
penelitian sebelumnya yang membahas tentang hak anak di luar perkawinan. 
Pertaama, Skripsi yang disusun oleh Septi Emilia yang berjudul Permohonan 
Pengakuan Anak Luar Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor: 
408/PDT.G/2006/PA.SMN.) Dalam hal ini terkait dengan analisis dari putusan hakim 
Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta terkait dengan penetapan permohonan anak 
luar nikah dan dikabulkan oleh majlis hakim, yang menjadi pertimbangan hakim 
adalah tentang hak-hak anak di mana hak perlindungan anak sangat dipelukan.
24
 
Sehingga yang membedakan penelitian yang dilakukan penyusun adalah penyusun 
melakukan penelitian komparatif dan bukan dengan satu putusan saja namun dua 
putusan dengan lingkup peradilan yang berbeda. 
Kedua, Skripsi yang disusun oleh M.Tho’i Uzzulfa yang berjudul Studi 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah (Putusan 
Nomor: 46/PUU-VIII/2010) yaitu menganalisis dari hak seorang anak di luar 
perkawinan yang sah setelah adanya yurisprudensi dari MK serta setatus keperdataan 
anak di luar perkawinan  dengan bapak biologisnya dan bentuk pencatatan anak di 
luar perkawinan.
25
 Walaupun yang menjadi pemikiran pertama adalah hak anak di 
luar perkawinan setelah adanya yurisprudensi dari MK, namun penelitian yang 
dilakukan penyusun adalah hak waris anak di luar perkawinan sebagai upaya 
perlindungan anak yang disahkan berdasarkan perbandingan pengadilan dengan 
lingkup Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama. 
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 Septi Emilia, “Permohonan Pengakuan Anak Luar Nikah (Studi Putusan Hakim Nomor: 
408/PDT.G/2006/PA.SMN” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 
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Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Adi Guna Sakti yang berjudul Hak Waris 
Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 
(Anlisis Putusan Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA.JS) di mana dalam hal ini berdasarkan 
dengan adanya putusan MK sebagai yurisprudensi dalam penetapan hukum dan, 
dalam pembahasanya, berkaitan dengan analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan, bahwasanya atas pengakuan orang tua anak luar nikah tersebut mendapatkan 
waṡiat wajibah.26 Dalam hal putusan yang sama yaitu putusan Nomor: 
156/Pdt.P/2013/PA.JS yang diputuskan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun 
penelitian yang dilakukan penyusun adalah bentuk kajian komparatif perbandingan 
antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan berdasarkan 
pembahasan lain penyusun menemukan jurnal yang terkait pembahasan yang sama 
yaitu anatara lain: 
Pertama, Artikel yang disusun oleh Silvia Pratiwi Limbong, yang berjudul 
Perba Hukum Tentang Hak Anak Luar Kawin Dalam Hal Waris Ditinjau Berdasarkan 
Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini 
membahas tentang hak anak di luar perkawianan yang sah dengan perbandingan 
hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk hukum dan mengatur tentang 
perkawinan di mana hak anak di luar kawin mengikuti ibunya saja sebelum adanya 
pengakuan dari pihak ayah biologis, sehingga ayah biologis dari anak di luar 
perkawiann mengakuianya dapat dilakukan pengesahan apabila dapat dibuktikan 
menggunakan teknologi dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum.
27
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Kedua, Artikel dari Fahmi Saus, yang berjudul Akibat Hukum Waris Anak di 
Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal ini 
beliau menggunakan dasar yang membahas status waris anak di luar perkawian yaitu 
sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang-undang perkawinan, bahwa anak luar kawin 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga 
yang wajib menafkahi dan merawat sampai memberikan kewarisan hanya ikut status 
kewarisan ibu dan keluarga ibu saja, sehingga tidak adanya hak waris dari seorang 
laki-laki atau ayah biologis dari anak tesebut.
28
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penyusun, masalah-masalah yang 
disajikan di atas kaitanya dengan hak waris anak di luar perkawinan yang sah  masih 
belum mengerucut mengenai pembahasan hak waris anak di luar perkawinan dalam 
perbandingan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri oleh sebab itu 
penyusun ingin lebih lanjut menganalisis mengenai masalah ini. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Metode yang digunakan untuk mengkaji pokok dari permasalahan peneliti 
menggunakan pendekatan motode pnelitian hukum normatif, karena penelitian 
yang dilakukan adalah penilitian terhadap asas hukum, hubungan aturan hukum 
dan perbandingan hukum. Dengan pendekatan yang digunakan dalam masalah 
yaitu pendekatan Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan. 
2. Sumber data Skunder 
a. Bahan Primer 
Penyusun menggunakan data-data yang memiliki hubungan 
langsung dengan judul penelitian diantaranya adalah putusan Pengadilan 
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 Fahmi Saus, “Akibat Hukum Hak Mewaris Anal Di Luar Perkawinan Di Tinjau Dari Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata,” Lex Privatum, Vol. III .No. 4 ,2015, hlm. 22. 
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Agama Jakarta Selatan dan Pengadian Negeri Surakarta tentang perkara 
Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA JS dan Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. 
b. Bahan Skunder  
 Sumber data yang tidak langsung yaitu yang penyusun gunakan 
dalam penyusunan ini berupa bahan pustaka yaitu antara lain: buku-buku, 
artikel-artikel, makalah yang televan dengan judul pembahasan. 
3. Analisis Data  
Analisi adalah cara yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah 
beberapa data, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan 
permasalah yang dibahas dan diteliti. Dalam bentuk analisi data yang 
digunakan penyusun adalak deskriptif kualitatif komparatif, sehingga data 
yang diperoleh dari data skunder bahan primer dan bahan skunder dianalisis 
secara kualitatif dengan memberikan gambaran, dan dengan pola komparatif 
perbandingan terhadap perkara hak waris anak di luar perkawinan dalam studi 
komparatif antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memberi 
perlindungan kaitanya anak di luar perkawinan dalam perolehan bagian hak 
waris. 
H. Sistematika Penelitian 
Sistematika penyusun penelitian terdiri dari lima bab, dan di masing-masing 
bab akan   memaparkan setiap permsalahan dan saling berkaitan antara satu bab 
dengan yang  lain. 
Pertama, merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitinan, manfaat penelitian, kerangka theori, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, sistematika penyusunan. Hal ini di maksudkan dengan 
35 
 
pendahuluan, agar para pembaca sudah dapat mengetahui bahwasanya pembahasanya 
adalah sebagai pengantar. 
Kedua, meliputi pengerian anak sah menurut undang-undang dan anak di luar 
perkawinan, hak-hak seorang anak, kemudian hak anak di luar perkawinan menurut 
hukum positif, perlindungan anak dalam hukum positif, hak dan kedudukan anak di 
luar perkawinan. 
Ketiga, putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan 
Negeri Surakarta, tentang hak waris anak di luar perkawinan, tentang kronologi 
perkara, pertimbangan dan putusan hakim. 
Keempat, Tinjauan komparatif atas dasar hukum yang digunakan oleh 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara legalisasi anak di 
luar perkawinan, perbandingan prolehan hak waris anak di luar perkawinan antara 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, pencatatan Akta anak di luar perkawinan 
setelah legalisasi di pengadilan. 
Kelima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK  
DALAM HUKUM POSITIF 
 
A. Pengertian Anak Sah Dan Anak di Luar Perkawinan 
Dalam hal ini untuk memudahkan pemahaman, karena status seorang anak dan 
bentuk hubungan keperdataan dengan orang tua biologis dari seorang anak dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar perkawinan di mana akan dijelaskan 
di bawah ini: 
1. Anak Sah 
a. Pengertian Anak Sah 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut dengan, “anak adalah 
manusia yang  masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum 
dewasa).
29
 Sedangkan pengeritian anak sah adalah anak dari hasil hubungan 
biologis anatara ayah dan ibu sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jadi 
antara ayah dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang 
dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan 
adalah anak-anak sah atau wettige of echte kinderen.
30
  
Bahwa di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan 
adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam 
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 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Pusat 
Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1998), hlm.31. 
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 Sylvia Pratiwi Limbong, “Perba Hukum Tentang Hak Anak Luar Kawin …, hlm. 8. 
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surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar 
pencatatan.
31
 
b. Anak Sah Menurut Hukum Positif 
Dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau 
UUP Pasal 42 bahwasanya: 
“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah”.32  
 
Sedangkan dari pernikahan yang sah secara otomatis akan menghasilkan 
anak yang sah sebagaimana ketentuan dari Undang-undang perkawinan, 
menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 99 disebutkan anak sah adalah : 
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akiabat perkawinan yang sah 
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri 
tersebut.
33
 
Dari penjelasan di atas bahwasanya anak yang sah adalah anak yang lahir 
dari proses perkawinan yang sah dan bukan sebaliknya yaitu perkawinan yang 
dilarang oleh hukum Islam dan sistem perundang-undangan yang berlaku. 
Bahwa sahnya seorang anak  tidak terlepas dari pencatatan peristiwa hukum 
yang bertujuan untuk memastikan status perdata seseorang termasuk dalam hal 
kelahiran, karena menentukan status hukum seseorang sebagai subjek, yaitu 
pendukung hak dan kewajiban. 
Sedangkan tujuan pencatatan sendiri adalah untuk memperoleh kepastian 
hukum status perdata seorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut, 
kepastian hukum itu menentukan apakah ada hak dan kewajiban hukum yang 
sah antara pihak-pihak yang berhubungan hukum tersebut, dan membuktikan 
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 Bambang Ali Kusumo, ”Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Sirri Dan 
Hak Anak Di Luar Kawin”, Volume XXXIV No. 1, Agustus Tahun 2012, hlm. 52. 
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 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99. 
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bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh seorang itu benar telah terjadi. Untuk 
membuktikan bahwa benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan surat 
keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum, yang menyatakan 
tentang keadaan yang terjadi dan ditulis seperti hari, tanggal, bulan, tahun, di 
tempat tertentu.
34
 Dalam hal ini dapat di lihat dalam pencatatan akta nikah dan 
akta kelahiran. 
Anak sah dari berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 42 Undang-undang 
Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengandung 
pengertian banwa: Anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, serta hasil 
pembubuhan suami-istri yang sah dan dilahirkan dari rahim sang istri.
35
  
Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini adalah orang tua mempunyai 
hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak 
keperdataan dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua 
terhadap anak ini lazim desebut kekuasaan orang tua.
36
 
2. Anak di Luar Perkawinan 
a. Pengertian Anak di Luar Perkawinan 
Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perakawinan yang sah, 
menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan 
natuurlijkkind.
37
 dalam arti luas anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan 
dari seorang perempuan, sedangakan perempuan itu tidak berada dalam ikatan 
perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama dengan pria yang 
mensetubuhinya.
38
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Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, 
diantaranya adalah: 
1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak 
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak 
mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain. 
2) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan 
dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau ibu 
bapaknya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain. 
3) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak 
diketahui, misalnya akibat korban pemerkosaan. 
4) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak 
yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan 
suaminya. 
5) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, 
anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah. 
6) Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka anut 
menentuka lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, 
tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak 
tersebut dianggap anak luar kawin. 
7) Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan 
negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya WNI (Waraga Negara 
Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing) tidak mendapat izin dari kedutaan 
besar untuk mengadakan perkawinan. Karena salah satu di anatara mereka telah 
mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak, dan anak ini 
dinamakan anak luar kawin. 
40 
 
8) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali 
tidak mengetahui kedua orang tuanya. 
9) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di CAPIL (Kantor Catatan 
Sipil)  atau KUA  (Kantor Urusan Agama). 
10) Anak yang lahir dari perkawianan secara adat, tidak dilaksanakan menurut 
agama dan kepercayaanya serta tidak didaftarakan di Kantor Catatan Sipil atau 
Kantor Urusan Agama.
39
 
Sedangkan anak luar kawin dalam arti luas meliputi: 
1) Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki laki 
dan perempuan yang bukan suami isteri, bahwa salah satu atau kedua-duanya 
terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain,  yang perlu dikethui bahwa 
salah seorang atau kedua orang tuanya yang mengadakan hubungan tetapi akta 
perkawinan mereka masih terikat perkawinan dengan akta orang lain. 
2) Anak sumbang, adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua 
orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka 
dilarang oleh Undang-undang untuk menikah. 
3) Anak luar kawin yang lain, yaitu seorang anak yang lahir atau dibenihkan di 
luar perkawinan. 
Dalam Islam anak luar perkawinan yaitu antara lain: 
1) Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhṣon disebut anak di luar 
kawin. Zina ghairu muhṣon yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang belum 
pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan, hukum Islam tidak 
menganggap bahwa zina ghairu muhṣon sebagai perbuatan biasa, melainkan 
tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya 
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saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai 
mati sedangkan yang ghairu muhṣon dicambuk sebanyak 100 kali. 
2) Anak mula>'anah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an 
suaminya, kedudukan anak mula>'anah ini hukumnya sama saja dengan anak 
zina, dan tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me li'an, akan tetapi 
mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap 
hukum kewarisan, perkawinan dan lain-lain. 
3) Anak syubhat, keduanya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang 
menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya, Bahwa Islam 
membedakan syubhat dua bentuk yaitu: 
3. Anak syubhat yang dilahirkan dari syubhat perbuatan. 
Adalah hubungan seksual yang dilahirkan karena suatu kesalahan, 
misalnya adalah salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A 
adalah istrinya, ternyata adalah wanita lain. Dan kemudian terjadilah 
hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar 
kawin. 
4. Anak syubhat hukum  
Yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki 
menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut 
adalah adik kandungnya sendiri atau saudara persusuan yang dinikahi.
40
 
b. Anak di Luar Perkawinan Menurut Hukum Positif 
Dalam Undang-undang sendiri tidak dengan tegas menyatakan siapa yang 
dapat dikatan anak luar kawin, tetapi dari penjelasan UUP Pasal 43, anak yang 
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dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”, dan ayat (2)  menyatakan bahwa: 
“Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas, selanjutnya akan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah”.41 
 
Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 100 menyatakan bahwa: 
“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”.42 
 
Sedangkan anak di luar kawin menurut KUHPerdata Pasal 272 dapat 
disimpulkan bahwa anak di luar perkawinan yang dapat diakui adalah anak yang 
dilahirkan seorang ibu, tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang 
berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak 
termasuk di dalamnya kelompok anak zina dan anak-anak sumbang.
43
 Sehingga 
dapat dipaparkan beberapa tingkatan status hukum dari anak luar kawin yaitu 
antara lain: 
1) Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh ibu dan bapak 
kandungnya. 
2) Anak luar kawin yang telah di akui oleh satu atau kedua orang tuanya. 
3) Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang 
tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.
44
 
c. Perbedaan Anak Luar Kawin Dengan Anak Zina  
Dalam pendekatan Istilah anak luar perkawinan adalah anak hasil zina 
atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Berbeda dengan pengertian 
anak zina dalam hukum perdata. Istilah anak zina dalam hukum perdata adalah 
anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang laki-laki dan perempuan yang 
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bukan suami istri, di mana salah seorang atau keduanya terikat perkawinan 
dengan orang lain. Sehingga maksud dalam hukum perdata anak di luar 
perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tua melakukan 
perkawinan yang sah.
45
 
Dengan demikian dapat dibedakan antara anak di luar perkawinan 
dengan anak zina yaitu antara lain: 
1) Apabila orang tua anak di luar perkawinan sama-sama lajang (jejaka, 
perawan, duda dan janda), mereka melakukan hubungan biologis dan 
melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak di luar perkawinan. 
2) Apabila orang tua anak salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan 
dengan orang lain, sehingga kemudian mereka melakukan hubungan 
biologis sehingga melahirkan anak maka anak tersebut dinamakan anak 
zina.
46
 
B. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif  
Seorang anak mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh siapapun, dan 
dalam aturan hukum telah menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum untuk 
memberikan perlindungan terhadap anak antara lain yaitu dalam, Undang-undang 
Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atas perubahan Undang-undang 
Nomor: 23 tahun 2002 bahwa tertuang dalam pasal 1 bahwasnya: 
“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi”.47  
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Dalam penjelasan lain yang terkait dengan perlindungan anak dan tentang hak-hak 
seorang anak dapat kita lihat dalam UUP Pasal 45 bahwasanya: 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak 
itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun 
perkawinan antara kedua orang tua putus. 
Sehingga dalam hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 47 tentang   batasan umur 
dan kekuasaan orang tua dalam merawat anak disebutkan bahwa: 
1) Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama 
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  
2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di 
luar pengadilan.
48
 
Dalam Pasal 2 ayat 3 dan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 
1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa: 
“Anak berhak atas pemeliharaan dan pelindungan baik selama dalam kandungan 
maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan 
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembanganya secara wajar”.49 
 
Dalam aturan lain yaitu terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D 
yang menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.50  
 
Dalam isi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor: XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusiaan Pasal 10, 38 dan 39  
menyebutkan bahwa: 
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“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.  
“Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan   yang bersifat diskriminatif”.  
“Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak 
mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama”.51 
 
Dalam Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1979 membantu 
dalam hal mengarahkan perhatian padah hak anak dengan melahirkan deklarasi. Isi 
deklarasi tersebut meliputi: 
1) Hak untuk memperoleh kasih sayang, cinta dan pengertian. 
2) Hak untuk medapatkan gizi dan perawatan kesehatan. 
3) Untuk mendapatkan kesempatan bermain dan berkreasi . 
4) Hak untuk mempunyai nama dan kebangsaan. 
5) Hak untuk mendapatkan perawatan khusus bila cacat. 
6) Hak belajar agar menjadi warga negara yang berharga. 
7) Hak untuk hidup dalam kedamaian dan persaudaraan. 
8) Semua anak mempunyai hak yang sama, tidak dibedakan dan dideskriminasikan.52 
C. Hak dan kedudukan anak di luar perkawinan 
Terkait dengan hak dan kedudukan anak di luar perkawinan dalam Undang-undang 
perkawinan tahun 1974 berdasarkan masalah pencatatan perkawinan, karena anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak yang didasarkan karena tidak 
disahkanya suatu perkawinan yang sah. Sehingga dalam kutipan Pasal 43 ayat (1). Dalam 
hal ini mengikuti pencatatan ibunya saja dan setatus kewarisan hanya ikut ibunya saja.
53
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri yang tertuang dalam Pasal 100, 
menyebutkanbahwa: 
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“ Anak  yang  lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan  nasab dengan 
ibunya dan keluarga ibunya”.54 
 
Sedangkan dalam perwalian apabila seorang anak beragama Islam melakukan 
perkawinan sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 19 menyebutkan bahwa: 
“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.55 
Sedangkan bagi anak di luar perkawinan untuk melakukan perkawinan secara sah 
perempuan adalah dengan wali hakim. Sesuai ketentuan KHI Pasal 1B bahwasanya: 
“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai 
wali nikah”. 
 
Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata, seorang anak di luar perkawinan akan  
memiliki hubungan keperdataan dengan  orang tuanya  apabila  telah  diakui  secara sah. 
Dengan demikian apabila seorang anak luar perkawinan tidak diakui  oleh orang tuanya, 
maka tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu 
biologisnya.
56
 
Sedangkan bagi seorang anak luar perkawian yang diakui, hak waris  bahwa hal 
ini belum dilakukanya pengesahan di Pengadilan namun hanya sebatas diakui mewaris, 
maka akan timbul hak waris sedangkan bagian anak di luar perkawinan adalah besarnya 
tergantung pada golongan mana anak anak luar kawin tersebut mewarisi, atau dari derajat 
hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah, dan golongan tersebut antara lain: 
a. Anak luar kawin yang diakui mewaris pada golongan I, diatur dalam Pasal 863 
KUHPerdata bahwsanya: 
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“Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau 
suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewaris 1/3 bagian dari mereka 
yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”.57 
b. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan II, diatur dalam Pasal 863 
KUHPerdata bahwsanya: 
“Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan,suami istri akan tetapi 
meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki-laki 
maupun perempuan atau keturunan saudara, maka mereka menerima ½ dari 
warisan”. Dengan demikian apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan 
ahli waris golongan II atau. Golongan III maka mereka mendapat ½ warisan’’.58 
c. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan IV, diatur dalam Pasal 863 
ayat (1) KUHPerdata Jika hanya ada anak saudara dalam derajat lebih jauh, maksud 
dari sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah ahli waris Golongan IV, jika 
anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, besarnya bagian anak luar 
kawin adalah ¾.
59
 
d. Sedangkan apabila anak luar kawin sebagai ahli waris satu-satunya. 
 Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris 
selain anak luar kawin tersebut, Pasal 865 KUHPerdata menyebutkan bahwa:  
“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut 
Undang-undang, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi harta peninggalan 
itu seluruhnya”.60 
 
e. Anak luar kawin dan penggantian tempat. 
 Seandainya anak luar kawin yang diakui meninggal dunia lebih dahulu dari 
pewaris, dengan meninggalkan keturunan sah, maka keturunan dari anak luar kawin 
tersebut menggantikan kedudukanya sebagai ahli waris. Dalam hal ini yang perlu 
mendapat perhatian adalah bahwasanya keturunan anak luar kawin adalah hanya 
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keturunan yang sah. Anaknya anak luar kawin dari anak luar kawin, meskipun 
diakui secara sah tidak mempunyai hak untuk menghentikan kedudukan tempat ahli 
waris yang meninggal dunia dari pewaris, hal ini dikarenakan pada prinsipnya 
pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan 
anak yang diakui saja.
61
  
Sedangkan kedudukan anak di luar perkawinan menurut perspektif fiqih dan menjadi 
kesepakatan dalam hukum Islam bahwa anak luar perkawinan tidak dianggap sebagai 
anak sah karena dalam hal ini berakibat hukum: 
1) Tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara  
tidak sah. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah secara biologis 
dan walaupun secara geneologi anak tersebut adalah anaknya sendiri. 
2) Tidak saling mewarisi sebagai akibat lebih lanjut atas tidak adanya hubungan nasab, 
antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka 
mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. 
3) Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar kawin, pada dasarnya nasab anak luar 
kawin dihubungkan dengan ibunya ketika suami dari ibunya menolak anak 
tersebut.
62
 
Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 tahun 2012 tentang 
kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, bahwasanya: 
1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah,  waris, dan nafaqah 
dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. 
2) Anak hasil zina  hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan 
ibunya dan keluarga ibunya.  
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3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang  
mengakibatkan kelahirannya.  
4) Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan 
menjaga keturunan yang sah (hifz}h al-naṣl). 
5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : 
a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. 
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui waṡiat wajibah. 
6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk 
mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan 
kelahirannya.
63
 
Sedangkan berdasarkan yurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan 
Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010, sebagai uji material atas Undang-undang 
Perkawinan dan terkait dengan pencatatan dan anak di luar perkawinan di mana 
keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang 
Perkawinan yang pada intinya memberikan hak kepada anak yang lahir dari perkawinan 
siri untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah 
biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
64
 
D. Pengajuan Permohonan Legalisasi Anak di Luar Perkawinan  
Bahwasanya Perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan dan Perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta, 
keduanya merupakan perkara permohonan atau perkara voluntair, pengertianya adalah 
permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani 
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pemohon atau kuasanya yang diajukan kepada Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan 
Negeri. Ciri-ciri dari gugatan voluntair adalah: 
a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. 
b. Permasalahan yang dimohon menyesuaikan kepada Pengadilan, prinsipnya tanpa 
sengketa dengan pihak lain. 
c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi brsifat 
benar-benar murni dan mutlak satu pihak.
65
 
1. Petitum Permohonan 
Sehubungan dangan petitum, para pemohon tidak boleh melanggar atau 
melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan 
menyelesaikan kepentinga pemohon, dengan acuan sebagai berikut: 
a. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, maksudnya adalah 
bahwasanya mengadili dan memuat pernyataan dengan kata-kata: “Menyatakan 
bahwa pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang di mohon”. 
b. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagi pemohon. 
c. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum, maksudnya 
adalah memberi hukuman pada pihak lawan karena hal ini adalah tidak adanya 
lawan dalam permohonan.
66
 
d. Petitum pemohon harus diperinci satu persatu tentang hal yang harus dikehendaki 
pemohonan yang ditetapkan pengadilan menetapkanya. 
e. Petitum bersifat enumeratif, oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang 
berbentuk memohon keadilan saja. 
2. Proses pemeriksaan permohonan 
a. Jalanya proses pemeriksaan secara Ex-parte (sepihak) 
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 Karena yang terlibat dalam pemohon hanya sepihak, yaitu pemohon sendiri 
proses pemeriksaan pemohon hanya secara sepihak, sedangkan yang hadir dalam 
pemeriksaan hanya pemohon atau kuasanya. Tidak ada pihak lawan atau tergugat 
pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon, oleh sebab itu 
yang terlibat dalam penyelesaian perkara hukum, hanya sepihak yaitu pemohon. 
b. Yang diperikasa disidang hanya keterangan dan bukti pemohon 
 Dalam proses yang bercorak ex-parte, hanya ketetapan dan bukti-bukti 
pemohon yang diperiksa mengadili. 
c. Tidak dipermasalahkan penegakan seluruh asas persidangan 
 Pada proses pemeriksaan permohonan yang bersifat ex-parte, tidak ditegakkan 
seluruh asas pemeriksaan persidangan, namun  tidak sepenuhnya disingkirkan. 
1. Yang tetap ditegakkan 
a. Asas kebebasan peradilan (judicial independency) 
1) Tidak boleh dipengaruhi siapa pun.67  
2) Tidak boleh ada direktiva dari pihak manapun. 
b. Asas fair trial (Peradilan yang adil) 
1) Tidak bersifat sewewenang-wewenang (arbitrarti) 
2) Pemeriksaan sesuai dengan ketentua hukum acara yang berlaku. 
3) Memberi kesempatan yang layak, kepada pemohon untuk membela 
dan mempertahankan kepentinganya. 
2. Yang tidak perlu ditegakkan 
a. Asas audi alteram partem 
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Tidak mungkin dalam proses ex-parte ditegakkan asas mendengar 
jawaban atau bantahan pihak lawan, karena memang tidak ada pihak 
tergugat. 
b. Asas memberi kesempatan yang sama. 
Demikian juga dalam halnya asas pemberian kesempatan yang sama 
kepada para pihak, tidak mungkin ditegakkan, kerena pihaknya sendiri 
hanyalah pemohon sendiri. 
3. Penegakan prinsip pembuktian 
Bentuk prinsip ajaran dan sistem pembuktian, harus ditegakkan dan 
diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian 
permohonan, mengabaikan penegakan dan penerapan ajaran dan sistem 
pembuktian dalam pemeriksaan pemohon, dapat menimbulkan akibat yang 
sangat fatal.
68
 Sehingga prinsip dan sistem pembuktian yang harus 
ditegakkan dan diterapkan, adalah sebagai berikut. 
a. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-
undang bukti yang sah terdiri atas: 
1) Tulisan (akta) 
2) Keterangan saksi 
3) Persangkaan 
4)  Pengakuan 
5) Sumpah 
b. Pembebanan pembuktian, dalam hal ini sepenuhnya beban wajib bukti 
dibebankan kepada pemohon selaku pihak yang berperkara. 
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c. Nilai kekuatan pembuktian yang sah, harus mencapai batas minimal 
pembuktian, maksudnya adalah apabila alat bukti yang diajukan 
pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti 
yang diajukan hanya satu saksi tanpa alat bukti yang lain, dalam hal 
seperti ini, alat bukti yang diajukan pemohon belum mencapai batas 
minimal, untuk membuktikan dalil pemohon. 
d. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang 
memenuhi syarat formil dan materil, maksudnya adalah paling tidak asas 
pembuktian yang jelas di atas, harus ditegakkan dan ditetapkan 
pengadilan dalam memutus dan menyesuaikan permohonan. 
4. Putusan pemohon 
Putusan yang berisi timbangan atau diktum penyelesaian pemohon, 
dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan 
atau ketetapan.
69
 Sedangkan  kekuatan pembuktian penetapan antara lain: 
a. Penetapan sebagai Akta Otentik 
Setiap produk hukum yang diterbitkan hakim atau pengadilan 
dalam penyelesain permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan 
sendirinya merupakan akta otentik. Yaitu akta resmi yang dibuat oleh 
pejabat yang berwenang, bertolak dari doktrin yang dikemukakan di 
atas, setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan bernilai 
sebagai akta otentik. 
b. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan permohon 
hanya terbatas pada diri pemohon, maksudnya adalah meskipun 
penetapan yang diajukan pengadilan berbentuk akta otentik, namun 
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kekuatan pembuktian yang melekat padanya, berbeda dengan yang 
terdapat pada putusan yang bersifat contentiosa. Dalam putusan yang 
bersifat partai contentiosa, nilai kekuatan pembuktianya adalah: 
1) Benar-benar sempurna dan mengikat 
2) Kekuatan mengikatnya meliputi: 
a. Para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka. 
b. Kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari 
mereka. 
c. Tidak demikian halnya dengan penetapan, sesuai dengan sifat 
proses pemeriksaanya yang becorak ex-parte atau sepihak, nilai 
kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama 
dengan sifat ex-perte itu sediri, dalam arti:
70
 
a. Nilai kekuatan pembuktian hanya melekat pada diri 
pemohon saja. 
b. Tidak mempunyai kekuatan mengikat pada orang lain atau 
pada pihak ketiga.  
d. Penetapan tidak melekat asas Nebis in idem 
Apabila putusn yang diajukan pengadilan bersifat 
positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan 
tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam 
putusan melekat asas nebis in idem. Oleh karena itu setiap 
kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua 
kalinya. Tidak demikian halnya dengan penetapan, pada dirinya 
hanya melekat kekuatan melekat secara sepihak, yaitu pada diri 
                                                 
 
70
 Ibid., hlm.41. 
55 
 
pemohon jadi tidak melekat dan tidak mempunyai kekuasaan 
pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu pada 
penetapan tidak melekat nebis in idem. Setiap orang yang 
merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan 
guggatan atau perlawanan terhadapnya. 
5. Upaya hukum terhadap penetapan  
Apabila pemohon ditolak oleh pengadilan maka selaku pemohon dapat 
melakukan upaya hukum yaitu antara lain: 
1) Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan 
terakhir, sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang 
diajukan dalam perkara yang berbentuk pemohonan atau voluntair, pada 
umumnya merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. 
2) Terhadap putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan 
terakhir, tidak dapat diajukan banding karena besifat tingkat pertama dan 
terakhir, namun adakalanya tidak dinyatakan secara tegas. 
3) Upaya hukum yang dapat diajukan kasasi 
Dalam kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas 
permohonan merujuk secara analogis pada penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU 
Nomor: 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagimana diubah 
dengan UU Nomor: 5 tahun 2004. Pasal 43 ayat (1) mengatakan, 
permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohon terhadap perkara 
telah menggunakan upaya hukum banding, tetapi ditentukan lain oleh 
Undang-undang. Terhadap kaliamat terahir pasal ini, dirumuskan 
penjelasan yang berbunyi: 
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 “Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya 
putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh Undang-undang tidak 
dapat dimohon banding. 
 Memperhatiakan penegakan penjelasan Pasal 43 ayat (1) tersebut, oleh 
karena penetapan yang diajukan terhadap permohonan tidak dapat 
dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi 
berdasarkan Pasal 43 (1) .
71
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BAB III 
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DAN PENGADILAN 
NEGERI SURAKARTA TENTANG LEGALISASI ANAK LUAR PERKAWINAN 
 
A. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS 
Tentang Legalisasi Anak Luar Perkawinan 
1. Kronologi Perkara 
Dalam penetapan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. Bahwasanya para pemohon beragama 
Islam, dan keduanya adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan  
pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 31 Maret 2013, dan dicatat 
pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kebayoran Lama 
Jakarta Selatan Nomor: 536/37/IV/2013 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta 
Nikah masing-masing tertanggal 1 April 2013. 
Bahwa pada tanggal 02 Maret 2013, sebelum Pernikahan pihak istri 
sebagai pemohon II (Yuka Togawa), telah melahirkan seorang anak perempuan 
hasil hubungannya dengan pihak suami dan disebut sebagai pemohon I (Ibrahim), 
yang dilakukan sebelum keduanya menikah secara sah dan dicatatkan. Bahwa 
Anak dimaksud adalah anak yang  dilahirkan di Rumah Sakit Brawijaya Women 
and Children Hospital, beralamat di Taman Brawijaya Nomor: 1, Cipete Utara, 
Kemayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Sabtu, 2 Maret 2013 Pukul 17.03 WIB 
sesuai dengan surat keterangan lahir Rumah Sakit tertanggal 4 Maret 2013, 
Nomor: SKL 143/SKL/MR/BWCH/III/2013. 
Atas kelahiran anak tersebut, para  pemohon telah mengurus dan 
memperoleh kutipan akta kelahiran Nomor: 171/KLU/DINAS/2013 tertanggal 19 
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Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 
yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak hanya 
dari seorang ibu saja yaitu Ayu Togawa. Pemohon pada dasarnya menyatakan 
mengakui bahwa anak yang bernama Ayu Khamim adalah benar anak kandung 
atau anak biologis dari para pemohon, para pemohon berjanji akan melaksanakan 
kewajibanya sebagai orang tua untuk memlihara, merawat, memberikan kasih 
sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak lahir batin berdasarkan 
peraturan Undang-undang yang berlaku. 
Berdasarkan alasan dan bukti tersebut di atas maka para pemohon, 
memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk 
menetapkan anak perempuan yang bernama Ayu Khamim adalah anak dari Ayu 
Togawa karena memiliki keperdataan dengan Ibrahim, untuk memerintahkan 
kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar 
penetapan ini dicatat dikutipan akta kelahiran Nomor: 171/KLU/DINAS/2013 
tertanggal 19 Juli 2013 sebagimana mestinya.  
2. Pertimbangan Hukum 
Pada alasan memutus maka yang diutarakan adalah kronologi perkara 
terdahulu, yaitu  keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang 
diajukan harus ditimbang, diterima dan ditolak.  Pada dasar memutus, dalam 
hukum acara Peradilan Agama dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan 
perundang-undangan negara dan hukum syara’. Peraturan perundang-undangan 
yang disusun berdasarkan derajatnya atau didahulukan dengan adanya aturan 
hukum yang baru. Sedangkan dasar hukum syara’ adalah bentuk pertimbangan 
hukum yang dilakukan pencarian dari al-Qur’an, Hadis, Qaul Fuqoha’, yang 
59 
 
diterjemahkan dalam bahasa hukum.
72
 Sebagaimana dijelaskan di atas tentang 
duduk perkaranya mengenai perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. Hakim telah 
menetapkan dan mengabulkan permohonan dari Ayu Togawa dan Ibrahim tentang 
pengesahan anak yang bernama Ayu Khamim, dan pertimbangan majelis hakim 
pada intinya yaitu antara lain: 
Pertama, Putusan MK Nomor: 46/PUUVIII/2010 pada pokoknya merubah 
bunyi UUP Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan: “Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan 
perdata dengan bapak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi 
melalui tes DNA. Maka sangat tidak adil apabila seorang anak karena kesalahan 
ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban dengan kehilangan hak-
haknya sebagai seorang anak, oleh karena itulah maka Mahkamah Konstitusi 
membuat putusan yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974,sehingga ditambah “memiliki hubungan perdata dengan ayah 
biologisnya”.  
Kedua, Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 
408/Pdt.G/2006/PA.Smn.,  mengabulkan permohonan pengakuan anak yang lahir 
di  luar perkawinan,  dengan pertimbangan dalam rangka perlindungan dan 
kemaslahatan anak. 
Ketiga, Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi 
Manusia menyatakan: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat dan negara” maupun Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
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Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai 
tujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak 
terkecuali anak luar kawin. 
Keempat, Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak 
Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, fatwa menyatakan Anak hasil zina tidak 
mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris,dan nafaqah dengan lelaki yang 
menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, 
waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pemerintah berwenang 
menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak 
dengan mewajibkannya untuk: 
1. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. 
2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui waṡiat wajibah. 
Hukuman sebagaimana dimaksud adalah bertujuan melindungi anak, 
bukan untuk menasabkan antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan 
kelahiranya. Fatwa MUI tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, 
sehingga atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan: 
1. Pemohon Yuka Togawa sebagai ibu kandung, mempunyai hubungan 
keperdataan timbal balik yang sempurna dengan anak dari Ibrahim dan Yuka 
Togawa sebagai anak kandung. 
2. Pemohon Ibrahim sebagai bapak biologis, mempunyai hubungan keperdataan 
sebagai anak biologis. 
3. Hubungan keperdataan terbatas dimaksud adalah Ibrahim dibebani kewajiban 
untuk: 
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a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa atau berdiri 
sendir. 
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui waṡiat wajibah 
maksimal 1/3 dari harta peninggalan. 
c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Provinsi DKI Jakarta agar penetapan ini dicatat di Kutipan Akta 
Kelahiran anak dari Ibrahim dan Ayu Togawa Majelis Hakim 
berpendapat bahwa yang dimaksud adalah memerintahkan kepada para 
Pemohon untuk menyampaikan isi penetapan ini kepada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan 
maksud untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 
3. Penetapan 
Dalam hal ini memutus atas perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013./PA.JS. adalah  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon bahwa anak yang bernama Ayu 
Khamim adalah anak dari Ibrahim dan Ayu Togawa, yang lahir pada tanggal 02 
Maret 2013 adalah sebagai anak dari hasil hubungan di luar nikah, menetapkan 
anak tersebut  memiliki hubungan keperdataan dengan Ibrahim selaku ayah 
biologis, dan dikenakan kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut 
sampai dewasa atau berdiri sendiri dan washiat wajibah maksimal 1/3 bagian. 
Memerintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan penetapan ini 
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk 
dicatat dalam register Akta kependudukan, dan membebankan kepada para 
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pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah 
Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
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B. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska 
Tentang Legalisasi Anak Luar Perkawinan 
1. Kronologi Perkara 
Kedua pemohon adalah beragama Kristen dan keduanya telah 
melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 29 Juli 2010 di Surakarta, 
sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0694/2010 
tertanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Surakarta dan memiliki Kartu Keluarga Nomor: 
337205120308030 atas kepala keluarga dari Untung Susanto, para pemohon 
telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Oktober 2013, yang telah 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 23 
Oktober 2013 dengan Regester Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. dan atas ijin 
dari  Kelurahan Kestalan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Nomor: 470/0174, 
tanggal 08 Oktober 2013. 
Sebelum perkawinan tersebut Pemohon I (Untung Susanto)  dengan 
Pemohon II (Nanik Sunarni) telah mempunyai seorang anak laki-laki yang 
bernama Agus Susanto, yang lahir di Surakarta pada tanggal 27 Mei 1977 
berdasarkan akta kelahiran Nomor: Ind. 9035/10551/DSP/1988, tertanggal 31 
Agustus 1988. Oleh karenanya Untung Susanto dengan Nanik Sunarni telah 
menikah secara sah maka mereka hendak mengajukan pengakuan dan 
pengesahan anak ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Surakarta. 
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Dalam hal ini ditolak oleh karena tidak memenuhi pasal 50 ayat (1) 
UU Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
sebegaimana tersebut dalam surat jawaban atau penolakan dari Kantor 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 01 Oktober 
2013 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Surakarta, untuk mendaftarkan melakukan pengesahan 
anak Untung Susanto dengan Nanik Sunarni harus adanya penetapan dari 
Pengadilan Negeri Surakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami 
mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengabulkan 
permohonan para pemohon untuk seluruhnya, mengabulkan pengesahan anak 
yang lahir sebelum perkawinan yang bernama Agus Susanto, yang lahir di 
Surakarta pada tanggal 27 Mei 1977, diakui oleh ayah biologisnya dan untuk 
memerintahkan seperlunya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil di Surakarta, agar putusan ini ditunjukkan untuk mencatat 
pada Akta kelahiran anak, sebagaimana ditentukan oleh hukum dan Undang-
undang yang berlaku.
74
 
2. Pertimbangan Hukum 
Dalam hukum acara perdata terkait kekuasaan kehakiman bahwa 
semua putusan harus memuat dasar-dasar yang dijadikan alasan dan apabila 
suatu putusan didasarkan pada suatu pasal Undang-undang tertentu, maka 
undang-undang tersebut harus disebutkan dasar-dasar atau alasan yang 
dirumuskan hakim inilah yang harus dimuat dalam pertimbangan atau 
konsideran yang mendukung, putusan sebagai pertanggungjawaban kepada 
masyarakat mengapa  mengambil putusan demikian sehingga putusan 
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mempunyai nilai objektif. Pertimbangan yang memuat dasar-dasar atau alasan 
terdiri dari dua bagian. Yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijk 
gronden) dan pertimbangan hukumnya (rechts gronden). Pertimbangan 
penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang menilai 
putusan dalam tingkat banding dan terutama dalam tingkat kasasi karena 
hakim kasasi hakikatnya hanya berwenang mengenai pemeriksaan tentang 
hukumnya.
75
 Sedangkan pertimbangan hukum dalam perkara Nomor: 
443/Pdt.P/2013/PN.Ska. yaitu: 
Pertama, Kesaksian Suparjo Hardo Darmojo sebagai saksi I adalah 
kakak keponakan Nanik Sunarni, yang memberi kesaksian bahwa para 
pemohon telah menikah pada tahun 2010, sebelum para pemohom menikah 
secara sah mereka telah mempunyai seorang anak yang kemudian diberi nama 
Agus Susanto, karena sebelumnya perkawinan mereka tidak disetujui orang 
tua dari Untung Susanto sehingga mereka tidak melakukan perkawinan secara 
sah dan setelah orang tua pemohon Untung Susanto  meninggal, mereka baru 
melaksanakan perkawinan secara sah. 
Kedua, Kesaksian Supardi sebagai saksi II bahwasanya saksi adalah 
saudara angkat pemohon Untung Susanto yang memberi kesaksian bahwa para 
pemohon telah memiliki seorang anak yang bernama Agus Susanto dan tujuan 
para pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengakuan anak yang 
lahir di luar perkawinan dan para pemohon membenarkan kesaksian dari 
kesaksian saksi Supardi ini. 
Ketiga, Sesuai dengan surat permohonannya para pemohon pada 
pokoknya mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak, karena para 
                                                 
75
 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembanganya Di Indonesia 
(Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm.217. 
65 
 
pemohon bertempat tinggal di Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta 
berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh para pemohon. 
Bahwa dari surat permohonan para pemohon serta keterangan yang 
diberikannya dipersidangan dan memperhatikan surat-surat bukti dan 
keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah sesuai antara satu dengan yang 
lain, maka Hakim telah memperoleh adanya fakta-fakta hukum yaitu antara 
lain: 
1. Bahwa pemohon Untung Susanto dan  pemohon Nanik Sunarni telah 
menikah pada tahun 2010. 
2. Sebelum Untung Susanto dan Nanik Sunarni melakukan perkawinan 
secara sah, mereka telah mempunyai seorang anak yang kemudian diberi 
nama Agus Susanto dan sebelumnya tidak melakukan perkawinan secara 
sah karena pihak orang tua dari Untung Susanto tidak setuju. Setelah 
orang tua Untung Susanto meninggal parpemohon baru melakukan 
perkawiann secara sah 
Keempat, Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang yang 
bersangkutan dalam perkara yaitu antara lain: 
1. UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
sah, dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 menyatakan Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
di hadapan hukum. 
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2. UUP Nomor: 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1) Anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 
keluarga ibunya. 
3. Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang 
menyebabkan Pasal 43 Ayat (1) UUP ini harus dibaca sebagai berikut: 
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya 
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah 
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 
4. Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia 
Pasal 3 ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan 
kepasitian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 
5. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak 
Pasal 13 ayat (1 ) bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 
wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a. Diskriminasi. 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.  
c.  Penelantaran. 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. 
e. Ketidakadilan dan 
f. Perlakuan salah lainnya. 
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 Pasal 21 bahwasanya Negara dan pemerintah berkewajiban dan 
bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak 
tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi 
fisik dan/atau mental, dan Pasal 22 bahwasanya Negara dan pemerintah 
berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan 
prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 26 ayat (1) 
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
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3. Penetapan 
Penetapan perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska yang ditetapkan di 
Pengadilan Negeri Surakarta adalah mengabulkan permohonan para pemohon 
atas pengesahan anak yang lahir sebelum perkawinan yang bernama Agus 
Susanto, yang lahir di Surakarta pada tanggal 27 Mei 1977, diakui oleh ayah 
biologisnya yang bernama Untung Susanto yang dilahirkan dari seorang ibu 
yang bernama Nani Sunarni adalah sah menurut hukum. 
Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil di Surakarta, agar putusan ini ditunjukkan untuk mencatat 
pada Akta kelahiran anak, sebagaimana ditentukan oleh hukum dan Undang-
undang yang berlaku, membebankan biaya permohonan ini kepada Para 
Pemohon sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
77
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BAB IV 
TINJAUAN KOMPARATIF HAK WARIS ANAK  DI LUAR PERKAWINAN 
MELALUI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI 
 
 
 
Akses memperoleh keadilan atau access to justice adalah hak bagi setiap warga 
negara tanpa membedakan latar belakang masyarakat seperti agama, ras, pendidikan, 
tempat lahir maupun kondisi kelahiran seseorang untuk memperoleh keadilan yang 
dilaksanakan oleh lembaga peradian, sehingga timbulah asas persamaan hak dihadapan 
hukum atau equality before the law. Sehingga memberikan hak terhadap kepentingan 
individual yang terliahat pada suatu perkara, dan melalui pertimbangan hukum yang 
berlaku dengan memaparkan bebebrapa aturan hukum yang menjadi dasar hukum suatu 
perkara. 
Dasar hukum legalisasi anak di luar perkawinan berdasarkan penetapan perkara 
Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan perkara 
Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Sebagaimana penetapan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang 
legalisasi anak di luar perkawinan, dan perkara permohonan ini telah ditetapkan dan 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di mana permohonan legalisasi anak di luar 
perkawinan dilakukan pemohon Ibrahim sebagai pemohon I dan Yuka Togawa sebagai 
pemohon II,  yang menjadi alasan pertimbangan hakim Pengadilan Jakarta Selatan yaitu 
menyebutkan, berdasarkan  kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 
Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 
1989 dan tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: 
“Pengadilan Agama berugas berwenang memerikasa, memutus dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang: 
a.  Perkawinan 
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b. Waris  
c. Wasiat 
d. Hibah 
e. Wakaf 
f. Zakat 
g. Shadaqah dan 
h. Ekonomi Syari’ah”.78 
Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan penetapan yang ditetapkan di 
Pengadilan Negeri Surakara, sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang 
dijelaskan dalam Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 bahwa: 
”Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
meyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.79 
 
Sebagaimana penetapan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakara dalam 
hal ini adalah memberikan hak seorang anak dan memberi perlindungan seorang anak, 
bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari para pemohon namun secara atministrasi 
tidak dapat diakui karena tidak ada pengesahan sebelumnya. Maka demi melindungi 
seorang anak atau memberikan hak-hak seorang anak maka diperlukanya kesadaran 
orang tua atau kewajiban terhadap seorang anak walaupun anak tersebut adalah anak di 
luar perkawianan. 
A. Perbedaan Pertimbangan Hukum Antara Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Negeri  
1. Dasar Pertimbangan hukum di Pengadilan Agama 
Yang menjadi fokus perbedaan dalam hal pertimbangan hukum antara 
Pengadilan Agama, bahwa di Pengadilan Agama yaitu: Berlandasan hukum Islam 
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 Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 2 
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 50. 
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atau dasar hukum Syara’80 dari Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa 
Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan 
Terhadapnya tanggal 18 Rabi’ul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 
2012 M, dan fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Ulama ini adalah sebagai 
pertimbangan tentang hukum Islam yang dijadikan pedoman atau pertimbangan 
hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 
Walaupun dalam hal ini sangat bertentangan dengan Pendapat Jumhur Ulama 
yaitu: Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah yang 
menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan 
pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat 
hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, 
tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.  
Namun dari dasar pertimbangan ini memberikan perlindungan kepada 
seorang anak, bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak 
membawa dosa turunan, sekalipun terlahir sebagai hasil zina. Yang berdasarkan 
pada Qaidah fiqhiyyah “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya 
didasarkan pada kemaslahatan”. Namun dalam realitas di masyarakat, anak hasil 
zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak 
bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, serta seringkali anak dianggap 
sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akta kelahiran hanya 
dinasabatkan kepada ibu.
81
  
Sehingga dalam hukum agama Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus 
tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan, namun kembali lagi pada tujuan 
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perkawinan dalam Islam adalah untuk mentaati perintah Allah.
82
 Namun 
bahwasanya Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang 
diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam (kawin 
gelap) sehingga setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.
83
 Sebagaimana 
dalam Islam sendiri yang dibebani kewajiban memlihara dan mendidik anak adalah 
bapak sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang ibu bersifat membantu, dan 
ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya, sebagimana sifat hubungan  
hukum antara orang tua dengan seorang anak dapat di lihat dari segi material, yaitu 
memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh dan dari segi imaterial yaitu berupa 
penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.
84
 
2. Dasar Pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri 
Dalam pertimbangan hukum (rechts gronden) yang ditetapkan di Pengadilan 
Negeri adalah menggunakan hukum perdata umum yaitu yang bersumber dari 
KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sehingga yang menjadi fokus 
perbedaan antara Pengadilan Agama dan Negeri bahwa adanya dasar  ketentuan  
Pasal 280 KUHPerdata yang menyatakan sebagai bahwa: 
 “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 
timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.85 
Sehingga menurut penyusun bahwasanya walaupun anak di luar perkawinan 
setelah adanya legalisasi, sebagai bentuk tanggung jawab kedua orang tua biologis 
untuk diberikan hak keperdataan sepenuhnya antara anak dengan kedua orang tua 
biologisnya, kareana seorang anak terlahir dalam konsisi suci, dan seorang anak 
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pasti membutuhkan orang tua, guna membesarkan seorang anak dan perawatan 
seorang anak sebagaimana kewajiban orang tua dan anak pada umumnya.  
B. Persamaan Dasar Pertimbangan Hukum Antara Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Negeri  
Bahwa setelah penyusun melakukan perbandingan dasar pertimbangan hukum 
yang digunakan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara 
legalisasi anak di luar perkawinan, maka terdapat persamaan yaitu adanya peraturan-
peraturan yang mengatur perlindungan anak antara lain. 
 Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia 
menyatakan: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat 
dan negara” maupun Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta 
peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi anak, 
kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin.
86
 
Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010; pada pokoknya 
merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang 
menyatakan:  
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga 
memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.
87
 
 
Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan: “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, 
masyarakat dan negara” maupun Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
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 Penetapan perkara Nomor: 156/Pdt.P/2013/PA JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan 
memberikan perlindungan bagi anak di luar perkawinan, sebagai upaya pengesahan anak di luar perkawinan 
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Anak, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk 
melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010, pada pokoknya 
merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang 
menyatakan:  
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga 
memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya.
88
 
 
C. Perbandingan Penetapan Hak Anak di Luar Perkawinan Dalam Upaya 
Perlindungan Anak di Luar Perkawinan 
1. Hak Anak di Luar Perkawinan Sesudah Legalisasi di Pengadilan Agama 
Bagian waris anak di luar perkawinan dalam penetapan Nomor: 
156/Pdt.P/2013/PA JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwasanya anak di 
luar perkawinan yang dilegalkan adalah mendapatkan bagian waṡiat wajibah atau 
setara dengan 1/3 bagian anak luar perkawinan yang disetarakan pada ahli waris 
pengganti. Hal ini dilatar belakangi adanya yurisprudensi dari penetapan Pengadilan 
Agama Sleman Nomor: 408/Pdt.G/2006/PA.Smn., yang pada intinya mengabulkan 
permohonan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan, dengan pertimbangan 
dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak, dan memberikan bagian waṡiat 
wajibah atau setara dengan 1/3 bagian dari bagian anak sah.
89
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pengertian wasiat dijelaskan 
pada Bab II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 huruf f menyebutkan wasiat adalah 
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pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 
berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
90
 
Sedangkan apabila dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam belum disebutkan 
tentang hak waris bagi anak luar kawin yang dilegalkan hanya membahas berapa 
bagian wasiat bagi orang tua angkat dan anak angkat yaitu terdapat pada pasal 209 
ayat (1) dan (2). Bahwasanya ayat (1) terhadap orang tua angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi waṡiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat 
anak angkatnya. Sedangkan ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima 
wasiat diberi waṡiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3. 
Sedangkan ketentuan waṡiat wajibah adalah kebijakan yang dilakukan 
penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi 
putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada 
orang tertentu dalam keadaan tertentu, suatu wasiat, disebut waṡiat wajibah karena 
dua hal yaitu:  
a. Hilangnya unsur ihtiyar bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur 
kewajiban melalui sebuah perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung 
kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. 
b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal 
penerimaan laki- laki (dua) kali lipat bagian perempuan.
91
 
Dalam hal lain yang menjadi bahan pertimbangan lain dari pemberian waṡiat 
wajibah bagi anak luar perkawianan yang dilegalkan adalah adanya fatwa dari 
Majlis Ulama Indonesia (MUI) Fatwa Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan 
Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya tanggal 18 Rabi’ul Akhir 1433 H 
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bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M sebagai jawaban atas adanya putusan 
dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahwa dalam fatwa ini 
menyebutkan dalam ketentuan umum yaitu: 
1) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di 
luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah 
(tindak pidana kejahatan). 
2) Hadd adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah 
ditetapkan oleh nash 
3) Ta’zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya 
diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman) 
4) Waṡiat wajibah adalah kebijakan ulil amri (penguasa) yang mengharuskan laki-
laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta 
kepada anak hasil zina sepeninggalnya. 
Sedangkan pada bagian ketentuan umum bagian kedua yaitu: 
1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah,  waris, dan 
nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. 
2) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang 
yang mengakibatkan kelahirannya.  
3) Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk 
kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifz>h al-naṣl). 
4) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : 
a.  Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. 
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui waṡiat wajibah. 
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5) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan 
untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang 
mengakibatkan kelahirannya.
92
 
Sesuai dengan pernyataan di atas bahwasanya walupun anak di luar perkawinan 
telah disahkan, dalam hal perwalian sendiri tidak bisa menggunakan wali nasab atau 
ayahnya, sebagai contoh apabila anak di luar perkawinan tersebut adalah perempuan 
apabila melakukan perkawinan maka yang menjadi wali adalah wali hakim, di mana 
sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b bahwa: 
“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak 
sebagai wali nikah”.93 
 
 
 
2. Hak Anak di Luar Perkawinan Sesudah Legalisasi di Pengadilan Negeri 
Berdasarkan beberapa pasal di atas yang dijadikan pertimbangan hakim dalam 
menetapkan perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri 
Surakarta, di mana bertujuan untuk melindungi anak tanpa terkecuali anak di luar 
perkawinan. 
Berdasarkan perkara Nomor: 443/Pdt.P/2013/PN.Ska di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Apabila seorang anak di luar perkawinan dilegalkan, di mana sebagai 
syarat pencatatan administrasi kependudukan, dalam hal ini seorang anak di luar 
perkawinan mempunyai hak sebagai seorang anak kandung pada umumnya, tidak 
terkecuali dalam hak waris seorang anak di luar perkawinan dalam hal ini 
                                                 
92
 Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012, tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan 
Perlakuan Terhadapnya tanggal 18 Rabi’ul Akhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2012 M sebagai 
jawaban atas adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebagai upaya 
perlindungan anak di luar perkawinan dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 
93
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf b. 
77 
 
mempunyai hak yang sama seperti anak kandung pada umumnya. Maka dengan 
pertanggung jawaban sesuai ketentuan  Pasal 280 KUHPerdata yang menyatakan 
sebagai berikut: 
 “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, 
timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”94 
 
Dalam ketentuan memberikan hak yang sama seperti anak kandung pada 
umumnya, dapat dilihat dengan perkara penetapan yang sama dan lingkup pengadilan 
yang sama, yaitu perkara Nomor: 17 Pdt/P/2010/PN.WNP. yang ditetapkan di 
Pengadilan Negeri Waingapu dan perkara Nomor: 20/Pdt/P 2009/PN.JKT.PST. yang 
ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.95  
D. Pencatatan Akta anak di luar perkawinan setelah legalisasi di pengadilan 
Setelah disahkanya anak di luar perkawinan menjadi anak sah maka diperlukanya 
pencatatan, pencatatan dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 21 menerangkan bahwa: 
“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan 
menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 
jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran 
anak, dan kondisi fisik dan atau mental”.96 
 
Dalam pemberian hak seorang anak agar mempunyai jaminan terhadap status 
hukum anak, dalam hal ini adalah agar terdaftarnya seorang anak di luar perkawinan 
menjadi anak sah salah satunya adalah merujuk pada Undang-undang Nomor: 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 menerangkan bahwa: 
(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. 
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. 
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(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang 
menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. 
(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak 
diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan 
pada keterangan orang yang menemukannya.
97
 
Dalam aturan yang searah disebutkan dalam  Undang-undang Nomor: 23 Tahun 
2006 tentang Administarsi Kependudukan. Pasal 27 yang menyebutkan bahwa: 
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di 
tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
kelahiran. 
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil 
mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
98
 
Administrasi Kependudukan dari sisi kepentingan penduduk diharapkan dapat 
memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta 
perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan 
diskriminatif. Sedangkan apabila kita merujuk pada Undang-undang Nomor: 23 Tahun 
2006 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwasanya: 
“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi dan penggunaan 
sektor lain”.99 
 
Sedangkan dalam penyelenggaraannya dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk Dan Pencatatan Sipil, administrasi kependudukan dalam Pasal 2 
menyebutkan bahwa: 
                                                 
97
 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor: 23 Tahun 2002, Pasal 27 
98
 Ibid., Pasal 27. 
99
 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor:  23 Tahun 2006, Pasal 1. 
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“Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan 
keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan 
status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan 
lengkap”.100 
 
Dalam hal ini apabila kita kaitkan tentang pembuatan akta seorang anak 
bahwasanya terdapat dalam Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Pasal 1 
menyebutkan bahwa: 
“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat 
Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting 
yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.101 
 
Dalam hal ini disebutkan atas kewajiban bagi penduduk atau masyarakat 
Indonesia dalam pencatatan administrasi peristiwa penting yang di jelaskan dalam 
Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Pasal 3 bahwasanya: 
“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi 
persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil”.102 
 
Sedangkan surat atau persyaratan dalam melakukan pendataan akta seorang anak 
diataur dalam Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang 
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini 
dielaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) yaitu antara lain: 
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran 
b. Nama dan identitas saksi kelahiran 
c. KK orang tua 
d. KTP orang tua dan 
e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. 
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Dalam aturan lain terdapat dalam ayat (2) menyebutkan bahwa : “Dalam hal 
pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap 
dilaksanakan”.103 
Sedangkan dalam kaitanya penambahan dokumen pendukung dalam pencatatan 
anak di luar perkawinan diperlukanya salinan putusan atas pengadilan mana yang 
memutus, yang diserahkan pada Kantor Pencatatan Sipil,  pendukung berkas lain sesui 
dengan Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang 
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini 
dielaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) di atas. 
Dengan demikian apabila seorang anak di luar perawinan yang sah, agar 
mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, maka hal yang dilakukan 
adalah dengan melakukan permohonan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat 
pertama. Setelah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap selanjutnya adalah 
dilakukan pendatan administrai kependudukan di Kantor Catatn Sipil di Kodya atau 
Kabupaten. 
E. Perlindungan Anak di Luar Perkawinan Apabila Tidak Sahkan 
 Dalam upaya perlindungan anak, bahwa pemerintah telah menjamin 
perlindungan anak sesuai dengan adanya Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak sesuai kutipan huruf a, b dan c antara lain  yaitu: 
a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga 
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi 
manusia. 
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b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib 
dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. 
Dalam pemenuhan perlindungan anak dijelaskan kembali dalam Padal 21 bahwa 
pemerintah tidak membeda-bedakan status seorang anak yaitu antara lain: 
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 
menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, 
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, 
dan kondisi fisik dan/atau mental.  
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.  
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.  
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan 
Perlindungan Anak di daerah.
104
  
                                                 
104
 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 21. 
82 
 
Selain itu dalam menjamin pelindungan anak tanpa adanya pengesahan untuk 
mendapatkan haknya terhadap ayang biologisnya, maka dalam Undang-undang Nomor: 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) bahwasanya: 
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya”.105 
 
Sehingga ibu selaku orang tua biologis tunggal dan keluarga ibu, untuk 
melindungi anak tersebut sehingga sejalan denga Pasal 47 yaitu: 
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka 
tidak dicabut dari kekuasaannya.  
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam 
dan di luar Pengadilan.
106
 
Dalam perwalian apabila seorang anak perempuan beragama Islam  
melangsungkan perkawinan maka yang menjadi wali adalah wali hakim di mana sesuai 
dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b bahwa: 
“Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak 
sebagai wali nikah”.107 
Sehingga kedudukan wali hakim adalah apabila tidak adanya wali nasab dalam 
hal ini diterangkan kembali dalam Pasal 23 bahwasanya: 
1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 
atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau 
gaib atau adlal atau enggan. 
2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai 
wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
108
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakuakan analisis deskripsi data perbandingan dari analisis 
perbandingan penetapan hak waris anak di luar perkawinan melalui Pengadilan 
Agama dan Pengadilan Negeri atas penetapan perkara Nomor: 
156/Pdt.P/2013./PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Perkara Nomor: 
443/Pdt.P/2013/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta. Maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Status  di luar perkawinan sebelum dilakukanya legalisasi di Pengadilan 
Negeri maupun Pengadilan Agama hanya mengikuti kewarisan dan hubungan 
keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, setelah dilakukan 
legalisasi bahwa anak di luar perkawinan mendapatkan haknya sebagi anak 
sah, dimana pertuntukanya yaitu: 
a. Di Pengadilan Agama seorang anak di luar perkawinan mendapatkan 
Wasiat wajibah atau setara dengan 1/3 untuk bagian hak anak di luar 
perkawinan yang di legalkan. 
Dalam hal perwalian sendiri tidak bisa menggunakan wali nasab atau 
ayahnya, sehingga apabila anak luar perkawinan tersebut adalah perempuan dan 
melakukan perkawinan, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. 
b. Di Pengadilan Negeri seorang anak di luar perkawinan setelah di legalkan 
terpenuhi haknya sebagai anak sah pada umumnya. 
2. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara yaitu bahwa: 
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a. Pengadilan Agama menggunakan dasar Mahkamah Konstitusi Nomor: 
46/PUUVIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi Pasal 43 ayat (1) 
Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahswa Anak 
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya” dirubah sehingga anak tersebut juga 
memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisny. 
Namun yang menjadi fokus dasar pertimbangan Fatwa MUI Nomor:  
11 Tahun 2012, di mana anak di luar perkawinan tidak dapat dinasabkan 
dengan ayah biologisnya, sehingga untuk melindungi seorang anak di luar 
perkawinan seorang anak diberikan Waiat wajibah. 
b. Pengadilan Negeri menggunakan dasar dari Bahwa putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor: 46/PUUVIII/2010; pada pokoknya merubah bunyi 
Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang 
menyatakan bahswa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” 
dirubah sehingga anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan 
bapak biologisnya. 
Sehingga atas penerapan ini sesuai Pasal 280 KUHPerdata yang 
menyatakan “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak 
luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau 
ibunya. 
3. Dalam penerapan di mana dalam memberikan perlindungan kepada anak di 
luar perkawinan lebih diuntungkan di Pengadilan Negeri, dengan memberikan 
hak waris seutuhnya bagi anak di luar perkawinan dibanding di Pengadilan 
Agama dengan memberikan batasan haknya yaitu mendapat 1/3. 
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B. Saran-saran  
1. Agar para ulama mengkaji kembali tentang bagian hak waris anak di luar 
perkawinan setelah dilakukanya legalisasi, karena hak waris berbeda antara  
pengesahan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Karena tujuan 
utama legalisasi adalah agar anak mempunyai keperdataan dengan ayah 
biologisnya dan anak tersebut agar mendapat waris dari orang tua biologisnya. 
2. Pemerintah agar berupaya mengurangi anak yang lahir tanpa pencatatan 
karena berakibat pada hak keperdataan seorang anak apabila tidak di catatkan 
dengan keluarga bilogisnya. 
3. Pemerintah agar memberikan pengawasan bagi kawin di bawah tangan agar 
segera mendaftarkan perkawinan, sebelum adanya anak dari hubungan 
perkawinan. sehingga mengurangi anak yang lahir tanpa adanya pencatatan 
keperdataan dengan sang ayah. 
4. Pemerintah agar membuat atau memperbahrui Undang-undang yang berlaku 
agar lebih menyeluruh dalam hal yang terjadi saat ini. Sehingga tidak adanya 
kekosongan aturan hukum. 
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